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ABSTRAK 
Salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa dan 
negara Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan 
umum. Dengan adanya kewajiban pemerintah untuk 
memajukan kesejahteraan umum itu merupakan ciri 
konsep negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan adalah 
sebuah model ideal pembangunan yang di fokuskan pada 
peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang 
lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan 
sosial secara universal dan komprehensif kepada 
warganya. Sehingga tugas pemerintah tidaklah semata-
mata hanya dibidang pemerintahan saja, melainkan harus 
juga melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka 
mencapai tujuan negara, yang dijalankan melalui 
pembangunan nasional. Dalam pelaksanaan pembangunan 
nasional tersebut diperlukan adanya suatu perencanaan. 
Berdasarkan substansi dan prosedur perencanaan 
pembangunan, maka perencanaan pembangunan daerah 
perlu dituangkan dalan suatu Sistem Perencanaan 
Pembangunan Daerah. Pentingnya perencananaan 
pembangunan daerah yang tersusun dalam Perda adalah 
bahwa rencana pembangunan ini akan menjadi landasan 
bagi SKPD terkait untuk menyusun Renstra SKPD. Oleh 
karena harus ada kesinkronan antara RPJMD dan Renstra 
yang disusun oleh SKPD. Renstra SKPD merupakan suatu 
landasan pula bagi SKPD terkait untuk menyusun rencana 
kegiatan sekaligus mengimplementasikannya. Dengan 
demikian, RPJMD, RENSTRA, dan Renja memiliki 
keterkaitan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen 
perencanaan pembangunan daerah. Dalam kenyataannya  
dimungkinkan adanya ketidak sinkronan antara RPJMD 
dengan Renstra, serta Renstra dengan Renja. 
 
Kata kunci: Negara Kesejahteraan, RPJMD, Renstra, Renja. 
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